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Dasar Hukum & Kebijakan

1

2

4

UU Nomor 5 Tahun 2014 jo. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen

PNS

Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pengusulan Pengangkatan

Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam dan Dari Jabatan Fungsional

3

5

6

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan

Fungsional

Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan

Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan 

Formasi Jabatan Fungsional

SE Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Aplikasi Integrated 

Mutasi (iMut) dalam rangka Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai

ASN

Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan

Pegawai
Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Pemberian

Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang berwenang di Bidang Kepegawaian



Data Jenis Jabatan Fungsional

Per Juni 2024

No. Rekapitulasi Jumlah

1 Jenis JF (Nasional) 340

2 Jenis JF (DKI Jakarta) 104

3 Instansi Pembina 61



NO JENIS FORMASI JABATAN JUMLAH

1 Jabatan Fungsional 2377

2 Pelaksana 1036

3413Total

Komposisi Jabatan

CPNS Formasi Tahun 2024



CPNS FORMASI TAHUN 2024 JABATAN FUNGSIONAL 

NO JABATAN JUMLAH

1 ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA 87

2 ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA 12

3 ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA 3

4 ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA 8

5 ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA 74

6 ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA 6

7 ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA 26

8 ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA 14

9 ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA 2

10 ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA 63

11 APOTEKER AHLI PERTAMA 20

12 ARSIPARIS AHLI PERTAMA 20

13 ARSIPARIS TERAMPIL 51

14 ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA 2

15 ASISTEN APOTEKER TERAMPIL 23

16 ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL 8

17 ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF TERAMPIL 4

18 ASISTEN STATISTISI TERAMPIL 1

19 AUDITOR AHLI PERTAMA 7

20 AUDITOR TERAMPIL 6

21 BIDAN AHLI PERTAMA 19

22 BIDAN TERAMPIL 64

23 DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 78

24 DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM) 31

25 ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA 5



NO JABATAN JUMLAH

26 EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA 11

27 FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA 2

28 INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA 9

29 MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA 1

30 MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA 7

31 NUTRISIONIS AHLI PERTAMA 6

32 NUTRISIONIS TERAMPIL 14

33 OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL 30

34 PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA 4

35 PAMONG BUDAYA TERAMPIL 4

36 PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA 11

37 PEMADAM KEBAKARAN PEMULA 215

38 PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA 6

39 PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA 3

40 PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA 11

41 PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA 29

42 PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA 1

43 PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA 25

44 PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA 18

45 PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA 3

46 PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL 498

47 PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL 10

48 PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA 10

49 PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA 9

50 PENATA RUANG AHLI PERTAMA 5



NO JABATAN JUMLAH

51 PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA 14

52 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA 22

53 PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA 8

54 PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA 12

55 PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA 6

56 PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA 11

57 PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA 36

58 PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA 33

59 PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA 16

60 PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA 3

61 PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA 3

62 PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA 21

63 PENGUJI MUTU BARANG AHLI PERTAMA 4

64 PENGUJI MUTU BARANG TERAMPIL 8

65 PENILAI PEMERINTAH AHLI PERTAMA 2

66 PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA 17

67 PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA 7

68 PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA 18

69 PERAWAT AHLI PERTAMA 108

70 PERAWAT TERAMPIL 85

71 PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA 1

72 PEREKAM MEDIS TERAMPIL 28

73 PERENCANA AHLI PERTAMA 73

74 PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA TERAMPIL 6

75 PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA 16



NO JABATAN JUMLAH

76 PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL 8

77 PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA 49

78 PRANATA KOMPUTER TERAMPIL 7

79 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA 3

80 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL 25

81 PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPIL 7

82 PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL 13

83 PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA 6

84 PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA 8

85 RADIOGRAFER AHLI PERTAMA 2

86 RADIOGRAFER TERAMPIL 2

87 REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL 2

88 STATISTISI AHLI PERTAMA 6

89 SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA 12

90 TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA 3

91 TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL 2

92 TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA 26

93 TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA 15

94 TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL 19

95 TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL 25

96 TERAPIS WICARA TERAMPIL 3

2377Total



POLAKARIER
Pola Karier Keterangan Contoh

Horizontal di dalam satu 

kelompok maupun 

antar kelompok JA, 

JF, atau JPT

• JF dapat berpindah ke JF lain atau JA dilaksanakan sesuai dengan 

kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan

• JF Ahli Utama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JPT 

Pratama sesuai ketentuan PPU

Vertikal di dalam satu 

kelompok JA, JF, atau 

JPT

• JF dalam satu kelompok JF kategori keterampilan atau JF kategori

keahlian

• Promosi dalam kelompok JF dilakukan untuk kenaikan jenjang JF

• Promosi ke dalam JPT dilakukan sepanjang memenuhi 

persyaratan Jabatan melalui rencana suksesi, seleksi

• terbuka

Diagonal antar kelompok JA, 

JF, atau JPT

• JF kategori keterampilan atau JF Ahli Pertama dapat berpindah 

secara diagonal ke Jabatan Pengawas

• JF Ahli Muda dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan

Administrator

• JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama

• JF Ahli Utama ke dalam JPT Madya dan JPT Utama.



SISTEM KARIER 

DALAM JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA



KENAIKANPANGKAT& JABATAN





KETENTUAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PEROLEHAN 
IKAZAH PENDIDIKAN FORMAL BAGI JF



FORMULIR ANGKA KREDIT METODE
KONVERSI



NO JABATAN EKSISTING

1 JPT & JA 3.938

2 JF GURU 33.856 1 JF

3 JF KESEHATAN 3.877 23 JF

4 JF TEKNIS 4.321 80 JF

5 PELAKSANA 16.405

JUMLAH 62.397

KEKUATANSDMASNPEMPROVDKIJAKARTA
Mei2025

2

Catatan :
❑ Data termasuk JF Hasil Penyetaraan
❑ Data Jenis Pegawai

CPNS 15 0,03%

PNS 45.314 72,62%

PPPK 17.068 27,35%

Jumlah 62.397 100%



Tahapan Pengusulan Pengangkatan
Pergub No. 92 Th. 2021

Perangkat Daerah

Mengusulkan Pengangkatan PNS 

dalam JF kepada Gubernur melalui 

BKD

BKD

Melaksanakan verifikasi kesesuaian

berkas usulan dengan persyaratan

pengusulan dan Uji Minat Motivasi *

1 2

3
BKD

PNS yang memenuhi syarat dalam

Uji Minat Motivasi, diusulkan untuk

mengikuti Ujikom ke Instansi Pembina

4
BKD

Memproses penerbitan SK 

Pengangkatan dalam JF untuk PNS yang

telah lulus Ujikom

*) dikecualikan terhadap usulan pengangkatan melalui pengangkatan pertama, promosi dan 
penyetaraan jabatan



02

Perpindahan dari Jabatan Lain

01

Pengangkatan Pertama

03

Penyesuaian/Inpassing

04

Promosi

Pengusulan Pengangkatan dalam JF



Syarat Pengusulan

Pengangkatan Pertama

01

bertatus PNS, 

memiliki 

integritas dan 

moralitas 

yang baik, 

sehat jasmani 

dan rohani

02

memiliki 

kualifikasi 

pendidikan 

minimal D4/S1 

sesuai bidang 

pendidikan yang 

dibutuhkan 

dalam JF 

Keahlian

03

memiliki 

kualifikasi 

pendidikan 

minimal 

SMA/SMK sesuai 

bidang 

pendidikan yang 

dibutuhkan 

dalam JF 

Keterampilan

04

nilai prestasi 

kerja minimal 

bernilai baik 

dalam 1tahun 

terakhir

05

syarat lain 

sesuai dengan 

kebutuhan JF

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid%3D69851113


Syarat Pengusulan

Pengangkatan melalui

Perpindahan dari Jabatan Lain

01

bertatus PNS, 

memiliki 

integritas dan 

moralitas 

yang baik, 

sehat jasmani 

dan rohani

02

memiliki 

kualifikasi 

pendidikan 

minimal D4/S1 

sesuai bidang 

pendidikan yang 

dibutuhkan 

dalam JF 

Keahlian

03

memiliki 

kualifikasi 

pendidikan 

minimal 

SMA/SMK sesuai 

bidang 

pendidikan yang 

dibutuhkan 

dalam JF 

Keterampilan

04

nilai prestasi 

kerja minimal 

bernilai baik 

dalam 2 tahun 

terakhir

05
memiliki 

pengalaman 

dalam 

pelaksanaan 

tugas di 

bidang JF 

yang akan 

diduduki 

minimal 2 

tahun



Syarat Pengusulan Pengangkatan 

melalui Perpindahan dari

Jabatan Lain

06

syarat lain 

sesuai dengan 

kebutuhan JF

07

keterampila

n, 

pertama 

dan muda

berusia

paling tinggi

52 tahun

09

berusia

paling tinggi

58 tahun

yang telah 

menduduki

JPT Pratama

08

madya 

berusia

paling tinggi

53 tahun



Syarat Pengusulan Pengangkatan 

melalui Penyesuaian/Inpassing

01

bertatus PNS, 

memiliki 

integritas dan 

moralitas 

yang baik, 

sehat jasmani 

dan rohani

02

memiliki 

kualifikasi 

pendidikan 

minimal D4/S1 

sesuai bidang 

pendidikan yang 

dibutuhkan 

dalam JF 

Keahlian

03

memiliki 

kualifikasi 

pendidikan 

minimal 

SMA/SMK sesuai 

bidang 

pendidikan yang 

dibutuhkan 

dalam JF 

Keterampilan

04

nilai prestasi 

kerja minimal 

bernilai baik 

dalam 2 tahun 

terakhir

05

memiliki 

pengalaman 

dalam 

pelaksanaan 

tugas di 

bidang JF 

yang akan 

diduduki 

minimal 2 

tahun

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid%3D69851113


Syarat Pengusulan

Pengangkatan Penyesuaian/Inpassing

06

syarat lain 

sesuai dengan 

kebutuhan JF

07

Keterampila

n, Ahli

Pertama 

dan Muda 

berusia

paling tinggi

54 tahun

08

Madya 

berusia

paling tinggi

56 tahun



Syarat Pengusulan Promosi 

atau Kenaikan Jenjang

01

mengikuti dan 

lulus ujikom 

oleh instansi 

pembina

02

memiliki rekam 

jejak yang baik

03

tidak pernah 

melakukan 

pelanggaran 

kode etik dan 

profesi pns

04

nilai prestasi 

kerja minimal 

bernilai baik 

dalam 2 tahun 

terakhir

05

tidak pernah 

dikenakan 

hukuman 

disiplin



Pemberhentian

1.Mengundurkan diri dari jabatan;

2.Diberhentikan sementara sebagai PNS; *

3.Menjalani cuti di luar tanggungan negara; * 

4.Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan; *

5.Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, 

jabatan pengawas dan jabatan pelaksana; *

6.Tidak memenuhi persyaratan jabatan.

*) dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang terakhir apabila tersedia formasi dengan 
menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki



Syarat Pengusulan

Pengangkatan Kembali

01

berstatus PNS

02

memiliki 

integritas dan 

moralitas yang 

baik

03

sehat jasmani 

dan rohani

04

memiliki SK 

pemberhentian 

dari JF kecuali 

pemberhentian 

karena 

mengundurkan 

diri dan/atau 

tidak memenuhi 

persyaratan 

jabatan

05
batas usia 

tertinggi 2 

tahun 

sebelum

BUP pada

jabatan 

yang

sedang 

diduduki



USULAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Tahapan Pengangkatan, Pemberhentian 

& Pengangkatan Kembali JF

PENETAPAN

PEMERINTAH 

DAERAH

BKN

SE Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Aplikasi

Integrated Mutasi (iMut) dalam rangka Pengangkatan, Pemindahan, 

dan Pemberhentian Pegawai ASN



Aplikasi Integrated Mutasi BKN



Jenis Keputusan Pejabat yang 

didelegasikan

Pengangkatan, Pemberhentian, 

dan Pengangkatan Kembali

Keputusan Petikan

a. Keterampilan s.d. Ahli Muda Kepala BKD Kabid

Jabatan & 

Kepangkatan

b. Ahli Madya - Kepala BKD

Pejabat yang menerima kuasa untuk

Menetapkan Keputusan & Menandatangani

Petikannya
(Pergub 42-2021)

* Untuk Provinsi Sekretaris Daerah a.n. Gubernur, mengusulkan JF Ahli Utama ke

Presiden, tapi utk Kab/Kota usulannya harus PPK (Bupati/Walikota)



Kriteria Jenjang JF Pejabat yang 

ditunjuk

Keterangan

a. Keterampilan s.d. Ahli Muda Kepala BKD Untuk

Pengangkatan

Pertama, 

Perpindahan

Jabatan, 

Penyesuaian, 

Promosi (Ahli

Utama), & 

Penyetaraan

b. Keterampilan s.d. Ahli Utama Sekretaris

Daerah

Pejabat yang ditunjuk untuk Melantik dan

Mengambil Sumpah/Janji Jabatan
(Pergub 42-2021)



PENYUSUNAN

DOKUMEN HASIL EVALUASI KINERJA PEGAWAI

Wajib bagi :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) (JPT, JA dan JF)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)



APLIKASI KINERJA PEGAWAI

https://etpp.jakarta.go.id untuk Penginputan

Aktivitas Kinerja

https://pegawai.jakarta.go.id untuk Penginputan

Penilaian Prestasi Kerja

https://etpp.jakarta.go.id/
https://pegawai.jakarta.go.id/


REKOMENDASI APLIKASI



LAUNCHING MANAJEMEN TALENTA
17 Maret 2025



Sistem Informasi Peta Kompetensi



Talent Pool





Pengembangan Kompetensi

Kompetensi

Pelatihan & Pendidikan

Program sesuai kebutuhan jabatan fungsional.

Sertifikasi Kompetensi

Memastikan standar profesionalisme.

Kerjasama Institusi

Kolaborasi dengan seluruh Instansi Pembina (K/L)

Pendidikan Lanjutan

Peluang studi dan pengembangan karier.



Tantangan dan Hambatan

• Mindset pengembangan karier di Birokrasi

• Resistensi dari jabatan structural sebagai Pejabat Penilai Kinerja, kurang memahami JF.

• Regulasi yang kompleks dan prosedur rumit, khususnya dari Instansi Pembina (K/L).

• Kurangnya kompetensi para pejabat jabatan fungsional.



Arah Kebijakan ke Depan

Penguatan Regulasi

Meningkatkan kerangka hukum dan kebijakan.

Investasi Pelatihan

Fokus pada pengembangan SDM.

Kolaborasi & Berbagi Pengetahuan

Mendorong sinergi antar jabatan fungsional, organisasi profesi dan instansi Pembina (K/L).

Evaluasi Kinerja Lebih Baik

Perbaikan sistem penilaian kinerja.

Karier Menarik

Menambah Jenis JF, sehingga dapat memberikan opsi berkarier pada jabatan yang profesional



Kesimpulan

Jabatan fungsional penting untuk kualitas layanan pemerintah.

Butuh komitmen dan investasi berkelanjutan.

Kolaborasi dan inovasi kunci atasi tantangan.

Kebijakan yang tepat mendukung implementasi sukses.



TERIMAKASIH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


